SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT MENGENAI PEMBERIAN
MANDAT DALAM PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN DAN
TIM PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengangkatan sumber daya manusia
dan pembentukan tim penunjang untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun
2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019
tentang Pemberian Mandat dalam Penunjukan Tenaga
Teknis Pelaksana Kegiatan dan Tim Penunjang Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, diperlukan peninjauan
kembali terhadap rentang kendali pemberian mandat guna
mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan serta pemenuhan prinsip efektivitas dan efisiensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa
Barat Mengenai Pemberian Mandat dalam Penunjukan
Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dan Tim Penunjang Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6866);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA  BARAT MENGENAI
PEMBERIAN MANDAT DALAM PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS
PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENUNJANG TUGAS DAN
FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019
tentang Pemberian Mandat dalam Penunjukan Tenaga
Teknis Pelaksana Kegiatan dan Tim Penunjang Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 14); dan

b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dalam
Penunjukan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dan Tim
Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 17),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRCO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

. YOGl GAUTAMA JAELANI, SH, M.T.
. Pembina Utama Muda
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